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Berdasarkan hal-hal tersebut di atas. terlampir bersama ini kami sampaikan:
a.  keputusan mengenai penetapan Barang yang Menjadi Milik Negara;

b. daftar Barang yang Menjadi Milik Negara beserta usulan
peruntukannya;

c.  berita acara pencacahan barang; dan
¢ A — 12 SR————

i



DAFTAR BARANG YANG MENJADI MILIK NEGARA PADA
DAN USULAN PENYELESAIANNYA

--125+

LAMPIRAN

NOTA DINAS .......... (3 I

NOMOR
TANGGAL

*) Dicantumkan dalam hal diusulkan untuk dilakukan pelelangan

Keputusan BMN Uraian Barang Nilai Wajar Nilai Limit Lelang
No. . Usulan Peruntukan
Nomor Tanggal Jumlah Jenis Barang Kondisi (Rp) (Rp) %)
(10) (11) (12) (13) (14) (19) (16) (17 (18)
.......... ) sisonnas
.......... 12| .
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PETUNJUK PENGISIAN

Nomor (1) : diisi direktorat pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang
melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penindakan dan
penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai, Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kantor Pelayanan Utama
Bea dan Cukai, atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan
Cukai yang menyampaikan usulan peruntukan Barang yang

Menjadi Milik Negara.

Nomor (2) : diisi nomor nota dinas usulan peruntukan Barang yang Menjadi
Milik Negara.
Nomor (3) : diisi tujuan pengajuan surat usulan peruntukan Barang yang

Menjadi Milik Negara sesuai dengah perkiraan nilai Barang yang
Menjadi Milik Negara yaitu kepada Direktur Jenderal Kekayaan
Negara, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan
Negara, atau Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan
Lelang.

Nomor (4) : diisi direktur pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang
melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penindakan dan
penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai, Kepala Kantor
Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kepala Kantor
Pelayanan Utama Bea dan Cukai, atau Kepala Kantor
Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang menyampaikan

usulan peruntukan Barang yang Menjadi Milik Negara.

Nomor (5) : diisi tanggal nota dinas usulan peruntukan Barang yang Menjadi
Milik Negara.
Nomor (6) : diisi nomor Peraturan Menteri Keuangan mengenai penyelesaian

terhadap Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai, Barang yang
Dikuasai Negara, dan Barang yang Menjadi Milik Negara.

Nomor (7) : diisi nomor keputusan mengenai penetapan sebagai Barang yang
Menjadi Milik Negara.

Nomor (8) : diisi lampiran yang disampaikan dalam hal akan diajukan
usulan peruntukan untuk dilakukan penetapan status
penggunaan atau hibah.

Contoh pengisian:

1. Dalam hal diajukan usulan peruntukan untuk dilakukan

)

penetapan status penggunaan:
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d. surat Kkesediaan dari kementerian/lembaga yang
diusulkan sebagai Pengguna Barang, yang
ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal/Sekretaris
lembaga dari kementerian/lembaga bersangkutan.

2. Dalam hal diajukan usulan peruntukan untuk dilakukan
hibah:

d. surat kesediaan dari pemerintah daerah, lembaga
sosial, lembaga budaya, lembaga keagamaan, atau

 lembaga kemanusiaan, yang akan menerima Hibah,

yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah/ketua
pengurus lembaga dari pemerintah daerah/lembaga
bersangkutan.

Nomor (9) : diisi nama direktur pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penindakan dan
penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai, Kepala Kantor
Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kepala Kantor
Pelayanan Utama Bea dan Cukai, atau Kepala Kantor
Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang menyampaikan
usulan peruntukan Barang yang Menjadi Milik Negara.

Nomor (10) : diisi nomor urut.

~Nomor (11) : diisi nomor keputusan mengenai penetapan sebagai Barang yang
Menjadi Milik Negara.

Nomor (12) : diisi tanggal keputusan mengenai penetapan sebagai Barang
yang Menjadi Milik Negara.

Nomor (13) : diisi jumlah barang.

Nomor (14) : diisi jenis barang.

Nomor (15) : diisi kondisi barang.

Nomor (16) : diisi nominal Nilai Wajar terhadap Kkeputusan mengenai
penetapan sebagai Barang yang Menjadi Milik Negara dalam
mata uang Rupiah.

Nomor (17) : dicantumkan dalam hal Barang yang Menjadi Milik Negara
diusulkan untuk dilakukan pelelangan dan diisi nominal nilai
limit lelang dalam mata uang Rupiah.

- Nomor (18) : diisi usulan peruntukan Barang yang Menjadi Milik Negara.

1/
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T. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN PENETAPAN NILAI LIMIT LELANG
BARANG YANG MENJADI MILIK NEGARA YANG TELAH MENDAPAT
PERSETUJUAN PERUNTUKAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN .......... | "——
HNOMOR. o L] ——
TENTANG

PENETAPAN NILAI LIMIT LELANG
ATAS BARANG YANG MENJADI MILIK NEGARA
YANG TELAH MENDAPAT PERSETUJUAN PERUNTUKAN

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan surat persetujuan
.......... [Bliiscsionss NOBOE wisemallisasn TETDadap
Barang yang Menjadi Milik Negara yang telah
mendapat persetujuan peruntukan atas Barang yang
Menjadi Milik Negara sesuai dengan Keputusan
.......... [(5)essscasoss NOMOL: sossnss s« fB)snensas o YANE dislmpan.
di Tempat Penimbunan Pabean/tempat lain yang
berfungsi sebagai Tempat Penimbunan Pabean®)
.......... (7).........., akan dilakukan pelelangan; '

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Keputusan .......... 15 1 R tentang Penetapan Nilai
Limit Lelang atas Barang yang Menjadi Milik Negara
yang Telah Mendapat Persetujuan Peruntukan;
Mengingat E Bt < | I

Menetapkan : KEPUTUSAN .......... 4 PO TENTANG PENETAPAN NILAI
LIMIT LELANG ATAS BARANG YANG MENJADI MILIK
NEGARA YANG TELAH MENDAPAT PERSETUJUAN

PERUNTUKAN.

PERTAMA : Menetapkan nilai limit lelang Barang yang Menjadi Milik
Negara  sejumlah  .......... | PO, dengan  rincian
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan .......... 5 P———
ini.

KEDUA : Keputusan .......... 11 R—— ini menjadi dasar bagi Panitia

~ Lelang pada .......... (10)..........
KETIGA : Keputusan .......... () ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari
terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana
mestinya.

ey

~
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- Salinan Keputusan .......... [ NEES—
kepada:
1. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
2 Direktur .......... (11).eennnnns
3 Direktur .......... (0 107) PP
4 0o o | - — (13)..........

Ditetapkan di
pada tanggal .

. ini

disampaikan

e
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LAMPIRAN

TENTANG
PENETAPAN NILAI LIMIT LELANG ATAS BARANG YANG MENJADI MILIK
NEGARA YANG TELAH MENDAPAT PERSETUJUAN PERUNTUKAN

NILAI LIMIT LELANG BARANG YANG MENJADI MILIK NEGARA PADA .......... (10)...u.n.n:
YANG TELAH MENDAPAT PERSETUJUAN PERUNTUKAN

Keputusan Mengenai
Penetapan Sebagai : p—
Barang Yang Menjadi Hraian Barang Nilai Wajar Biaya-Blaga Nilai
Milik Negara Berdasarkan e
Nes Penilaian : Livif
""" (17)..... SR, Biaya pencflzi?glfutan Biaya/Upah Bilaya BEwa R
Nomor Tanggal Jumlah Jenis Kondisi Gudang ° = ¢ Terkait Gudang
= : Pencacahan Barang dari Buruh .
di TPS TPS ke TPP Lelang di TPP
(18) (19) (20) (21) (22) 23) (24) (25) (26) 27) (28) (29) (30) (31)

*) Pilih salah satu
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PETUNJUK PENGISIAN

Nomor (1) : diisi direktﬁr pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang
melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penindékan dan
penyidikan di bidang kepabéanan dan cukai, kepala Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, kepala Kantor Pelayanan Utama
Bea dan Cu_kai, atau kepala Kantor Pengélwasan dan Pelayanan Bea
dan Cukai yang menerbitkan keputusan mengenai penetapan nilai
limit lelang atas Barang yang Menjadi Milik Negara yang telah
mendapat persetujuan peruntukan. Khusus ﬁntuk penulisan pada
kolom tanda tangan, ditulis dengan huruf kapital.

Nomor (2) : diisi nomor keputusan mengenai penetapan nilai limit lelang
atas Bafang yang Menjadi Milik Negara yang telah mendapat
persetujuan peruntukan. | |

Nomor (3) : diisi Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Kepala Kantor Wilayah

' Direktorat Jenderal Kekayaah Negara, atau Kepala Kantor
Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang. |

~ Nomor 4 diisi nomo_f persetujuan lelang dari Direktur Jenderal Kekayaan
Negara, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan
Negara, atau Kepala Kaﬁtor Pelayanan Kekayaan Negara dan
Lelang. " | _

Nofnor (5) : diisi direktur pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang
melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penindakan- dan |
penyidikan di bidang kepabeaﬁan dan cukai, Kepala Kantor
Wilayah _Direktofat Jenderal Bea dan Cukai', Kepala Kantor
Pelayanan Utama Bea dan Cukai, atau Kepala Kantor Pengawasan
dan Peléyénan Bea dan Cukai yang menerbitkan keputusan
mengenai penetapan sebagai Barang yang Menjadi Milik Negara.

Nomor (6) : diisi nomor keputusan direktur pada Direktorat Jenderal Bea
dan Cukai yang melaksanakan tugaé dan fungsi di bidang -
penindakan dan penyidikan-di bidang kepébeanan dan cukai,
Képala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cl_lkai,
Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, atau Kepalé
Kantor Pengawasan dan- Pelayanan Bea dan Cukai mengenai

| penetapan sebagai Barang yang Menjadi Milik Negara.

Nomor (7) - : " diisi nama Tempat Pemmbunan Pabean atau tempat lain yang N

berfung51 sebagai Tempat Pemmbunan Pabean

;\j/
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Nomor (8) : diisi nomor Peraturan Menteri Keuangan mengenai penyelesaian
terhadap Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai, Barang yang
Dikuasai Negara, dan Barang yang Menjadi Milik Negara.

Nomor (9) : diisi nominal nilai limit lelang terhadap Barang yang Menjadi
I\Lilik Negara yang akan dilelang dalam mata uang Rupiah.

Nomor (10) : diisi direktorat pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang
melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penindakan dan
penyidikan di bidang kepabeanan  dan cukai, Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Bea dan Cukali, Kantor Pelayanan Utama
Bea dan Cukai, atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan
Cukai yang menerbitkan 'keputusan mengenai penetapan nilai
limit lelang atas Barang yang Menjadi Milik Negara yang telah
mendapat persetujuan peruntukan.

Nomor (11) : diisi direktur pada Direktorat Jenderal Bea daﬁ Cukai yang
melaksanakan tugas dan fungsi di bidang teknis kepabeanan.

Nomor (12) : diisi direktur pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang
melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penindakan dan
penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai.

Nomor (13) : diisi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kantor
Pelayanan Utama Bea dan Cukai, atau Kantor Pengawasan dan
Pelayanan Bea dan Cukai terkait.

meor (14) : diisi tempat diterbitkannya keputusan mengenai penetapan nilai
limit lelang atas Barang yang Menjadi Milik Negara yang telah
mendapat persetujuan peruntukan.

Nomor (15) : diisi tanggal, bulan dan tahun diterbitkémnya keputusan
mengenai penetapan nilai limit lelang atas Barang yang Menjadi
Milik Negara yang telah mendapat persetujuan peruntukan.

Nomor (16) : diisi nama direktur pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penindakan dan
penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai, Kepala Kantor
Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kepala Kantor
Pelayanan Utama Bea dan Cukai, atau Kepala Kantor
Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai dengan huruf
kapital, tanpa NIP, dan‘tanpa gelar.

Nomor (17) : diisi Penilai dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara atau

Penilai Lainnya yang menentukan Nilai Wajar atas Barang yang

Menjadi Milik Negara.
B /



u.b.
Plt. Kepala Bagi

Nomor (18) :
Nomor (19) :

Nomor (20) :
Nomor (21) :
Nomor (22) :
Nomor (23) :
Nomor (24) :
Nomor (295) :

Nomor (26) :

Nomor (27) :

Nomor (28) :

Nomor (29) :

Nomor (30) :

Nomor (31) :
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diisi nomor urut.

diisi nomor keputusan mengenai penetapan sebagai Barang yang
Menjadi Milik Negara.

diisi tanggal keputusan mengenai penetapan sebagai Barang
yang Menjadi Milik Negara.

diisi jumlah barang.

diisi jenis barang.

diisi kondisi barang. _

diisi nominal Nilai Wajar atas Barang yang Menjadi Milik Negara
dalam mata uang Rupiah. |

diisi nominal nilai sewa gudang di TPS terhadap Barang yang
Menjadi Milik Negara dalam mata uang Rupiah.

diisi nominal nilai biaya pencacahan terhadap Barang yang
Menjadi Milik Negara dalam mata uang Rupiah. |

diisi nominal nilai biaya pengangkutan barang dari TPS ke TPP
terhadap Barang yang Menjadi Milik Negara dalam mata uang
Rupiah. | |

diisi nominal sejumlah vnilai biaya/upah buruh terhadap Barang
yang Menjadi Milik Negara dalam mata uang Rupiah.

diisi nominal sejumlah nilai biaya lain yang dipergunakan untuk
keperluan’v'lelang Barang yang Menjadi Milik Negara dalam mata
uang Rupiah.

diisi nominal nilai sewé gudang terhadap Barang yang Menjadi
Milik Negara dalam mata uang Rupiah, dalam hal disimpan di
TPP selain yang dikelola oleh Direktorat Penindakan dan
Penyidikaﬁ, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukali,
Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, atau Kantor
Pengawasan dan Pelaya{nan Bea dan Cukai.

diisi nominal sejumlah nilai limit lelang terhadap Barang yang
Menjadi Milik Negaré yang akan dilelang dalam mata uang

Rupiah.

/.
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LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 178/PMK.04/2019

TENTANG

PENYELESAIAN TERHADAP BARANG YANG DINYATAKAN
TIDAK DIKUASAI, BARANG YANG DIKUASAI NEGARA, DAN
BARANG YANG MENJADI MILIK NEGARA

CONTOH PENGHITUNGAN ALOKASI HASIL LELANG
DENGAN PENYESUAIAN NILAI ATAS BARANG YANG DINYATAKAN TIDAK
DIKUASAI DAN BARANG YANG DIKUASAI NEGARA

Di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean
Tanjung Perak terdapat barang impor yang telah dinyatakan sebagai
Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai berupa kendaraan bermotor roda
empat Merk Toyota Alphard 3.5Q A/T sebanyak 1 (satu) unit.

Berdasarkan hasil penelitian atas Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai

tersebut, diketahui bahwa:

- Importir PT. A
- Jenis Barang Kendaraan Bermotor Roda Empat
- Jumlah 1 unit
- Merk Toyota
- Tipe | Alphard 3.5Q A/T
- Nilai Pabean Rp646.000.000
-  Kode HS 8703.24.59
(sesuai pos tarif saat importasi)
- Tarif BM 50%
- Tarif PPN 10%
- Tarif PPnBM | 125%
- Tarif PPh . 7,5%
- Tanggal Penimbunan di TPS | 1 Mei 2017
- Tanggal BCF 1.5 31 Mei 2017
- Tanggal disimpan di TPP 31 Mei 2017
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Kendaraan bermotor roda empat tidak termasuk dalam jenis barang yang
dilarang atau dibatasi untuk diimpor dan PT. A tidak melakukan
penyelesaian kewajiban pabean dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari
sejak disimpan di TPP, sehingga Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea
dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Perak melakukan pelelangan atas
Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai tersebut dengan Harga Terendah
Lelang (HTL) serendah-rendahnya terdiri dari Bea Masuk, Pajak Dalam
Rangka Impor, sewa gudang, dan biaya lain misalnya upah buruh dan
ongkos angkut.

Hasil penelitian lebih lanjut diketahui bahwa tarif sewa gudang di TPS
Rp100.000 per hari dan tarif sewa gudang di TPP Rp60.000 per hari
(sudah termasuk upah buruh dan ongkos angkut). Berdasarkan
ketentuan Pasal 20 Peraturan Menteri ini, besaran sewa gudang di TPS
dihitung paling lama 30 (tiga puluh) hari dan sewa gudang di TPP paling
lama 60 (enam puluh) hari. Sehingga besaran tarif sewa gudémg atas

Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai tersebut adalah:

No. Keterangan Jumlah..Hari Nilai Sewa Gudang (Rp)
(Hari)
Sewa Gudang TPS : 30 3.000,000
2 Sewa Gudang TPP 60 3,600,000

Besaran Harga Terendah Lelang untuk Lelang Pertama adalah sebesar
BM + PDRI + Biaya TPS + Biaya TPP.
Maka perhitungan Harga Terendah Lelang untuk lelang pertama sebagai

berikut:

No. Keterangan Nilai

Nilai Pabean 646,000,000
1 | BM (50%) 323,000,000
2 | PPN (10%) , 96,900,000
3 | PPnBM (125%) 1,211,250,000
4 | PPh (7,5%) 72,675,000

TOTAL PUNGUTAN NEGARA (BM + PDRI) 1,703,825,000
5 | Biaya Timbun di TPS 3.000,000
6 | Biaya Timbun di TPP 3.600.000

HARGA TERENDAH LELANG UNTUK LELANG PERTAMA 1,710,425,000

A/
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Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai tersebut telah dilakukan
pelelangan pertama. Namun, dalam pelelangan tersebut tidak tercapai
Harga Terendah Lelang, sehingga terhadap Barang yang Dinyatakan Tidak
Dikuasai tersebut diberitahukan kepada importir bahwa barang yang
bersangkutan tidak laku lelang dan selanjutnya diusulkan untuk dilelang
dengan penyesuaian nilai kepada Menteri Keuangan melalui Direktur
Jenderal Bea dan Cukai.

Pelaksanaan lelang dengan penyesuaian nilai dilakukan sesuai dengan
mekanisme sebagaimana diatur dalam Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23,
Pasal 24, Pasal 26, dan Pasal 27 Peraturan Menteri ini. Sehingga terhadap
Barang yang Din};atakan Tidak Dikuasai tersebut dilakukan penilaian oleh
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh penilai Direktorat Jenderal
Kekayaan Negara, Nilai Wajar untuk Barang yang Dinyatakan Tidak
Dikuasai dimaksud adalah sebesar Rpl1.225.000.000. Sehingga harga
Terendah Lelang untuk pelelangan dengan penyesuaian nilai atas Barang
yang Dinyatakan Tidak Dikuasai tersebut adalah Rp1.225.000.000.

Dalam kasus ini, harga penawaran tertinggi yang diajukan oleh peserta
Lelang yang telah disahkan sebagai pemenang Lelang oleh pejabat Lelang
adalah sebesar Rp1.225.000.000 (harga lelang).

Rumus penghitungan alokasi hasil lelang penyesuaian nilai untuk
besaran BM, PPN, PPh, dan PPnBM:

a. Total BM+PPN+PPh+PPnBM = Harga Lelang — Biaya-Biaya Lainnya

b. BM = % BMxn

c. PPN = % PPN x (n + BM)

d. PPnBM % PPnBM x (n + BM)

e. PPh % PPh x (N + BM)

Keterangan:
o Harga Lelang : Nilai penawaran tertinggi dalam pelaksanaan
lelang yang diajukan oleh peserta lelang yang

telah disahkan sebagai pemenang lelang

Ry
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o Biaya-Biaya Lainnya :

° BM

o PPN

o PPh

o PPnBM
o n
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Biaya-Biaya yang terutang atas Barang yang
Dinyatakan Tidak Dikuasai atau Barang yang
Dikuasai Negara yang dilelang, dapat berupa
Sewa Gudang di TPS, Sewa Gudang di TPP,
biaya lainnya yang diperhitungkan secara at
cost, dan/atau biaya terkait pelelangan
Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai atau
Barang yang Dikuasai Negara

Bea Masuk

Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Penghasilan

Pajak Penjualan Barang Mewah

nilai dasar untuk menentukan nilai BM, PPN,

PPh, dan PPnBM

Simulasi Penghitungan BM, PPN, PPh, dan PPnBM:

BM, PPN, PPh, dan PPnBM dihitung dengan rumus sebagaimana

dimaksud dalam angka 9). Sehingga penghitungan besaran BM, PPN, PPh,

dan PPnBM sebagai berikut.

a. Total BM+PPN+PPh+PPnBM:

Harga Lelang - Biaya-Biaya Lainnya =

Harga Lelang - (Biaya Timbun di TPS + Biaya Timbun di TPP) =
Rp1.225.000.000 - (Rp3.000.000 + Rp3.600.000) = Rp1.218.400.000

b. Tarif : BM
PPN
PPh
PPnBM

50%
10%
7.5%
125%

c. Penghitungan nilai variabel “n” :

° BM = %9 BMxn
= 50% xn
- = 50%n
o PPN = % PPN x (n + BM)

= 10% x (n + 50% n)
= 10% x 150% n
= 15% n
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d.
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° PPh = % PPh x (n + BM)
= 7,5% x n + 50% n)
= 7,5% x 150% n
= 11,25% n

° PPnBM = % PPnBM x (n + BM)
= 125% x (n + 50% n)
= 125% x 150% n
= 187,5% n

o BM+PPN+PPh+PPnBM = Rp1.218.400.000

& 50%n+15%n+11,25%n + 187,5% n

= 263,75% n
= n
= n

Penghitungan nilai BM, PPN, PPh, dan PPnBM:
o BM = 50% xn
= 50% x Rp461.952.607
= Rp230.976.303
o PPN = 16% xn
= 15% x Rp461.952.607
= Rp69.292.891
° PPy = 11,25% xn
= 11.25% x Rp461.952.607
= Rp51.969.668
J PPnBM = 187.5%xn
- = 187,5% x Rp461.952.607
= Rp866.161.138

Rp1.218.400.000
Rp1.218.400.000
Rp1.218.400.000

263.75%
Rp461.952.607
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